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Kata Pengantar

Era globalisasi dewasa ini dapat dikatakan bahwa perkembangan teknik elektronika
dan informatika sangat pesat. Pada era ini, interaksi antar bangsa dari seluruh penjuru dunia
semakin intensif, sehingga pasati akan ada berbagai macam dampak (baik positif maupun
negatif). Dalam menangkal pengaruh negatif globalisasi tersebut maka harus diperlukan sikap
mental yang kuat. Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan karakter adalah aspek
kualitas pendidikan.

Untuk mengantisipasi berbagai macam persoalan yang akan muncul karena dampak
teknologi tersebut, maka pemerintah saat ini telah mengeluarkan Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UUITE). Di dalam UUITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu
pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai berbagai
macam aktifitas IT yang dilarang. Hal ini dimaksudkan agar pengguna dan juga pelaku bisnis
dalam bidang teknologi dan informasi mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan
transaksi elektronik. Selanjutnya, pada tahun 2015 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah
melakukan penguatan jalinan kerjasama ekonomi melalui perdagangan bebas. Oleh karena itu,
pemerintah perlu melakukan penguatan secara strategis penyiapan tenaga kerja terampil dan
professional melalui pendidikan kejuruan/vokasi.

Seminar yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika FT UNY
ini diharapkan mampu menghasilkan berbagai ide inovatif dan solutif untuk mengembangkan
pendidikan teknik elektronika dan informatika. Kontribusi positif tertuang pada kumpulan hasil
penelitian atau ide gagasan tentang elektronika dan informatika oleh peserta seminar. Semoga
seminar ini bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya yang aktif dalam bidang elektronika
dan informatika, serta pendidikan vokasional.

Selamat mengikuti kegiatan seminar, sukses selalu, semoga Allah selalu memberikan
kemudahan.

Yogyakarta, 24 September 2016
Tim Seminar Nasional ELINVO 2016
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Sambutan Ketua Panitia

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada kita semua sehingga Seminar Nasional
Electronics, Informatics, And Vocational Education (ELINVO 2016) dapat terselenggara
dengan baik sesuai yang direncanakan. Seminar ini merupakan sebuah forum ilmiah,
sosialisasi, dan komunikasi dimana kita memiliki kesempatan untuk berbagi informasi tentang
berbagai strategi untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian serta
penerapan hasil-hasil penelitian dalam bidang elektronika, informatika dan pendidikan vokasi.
Acara ini dapat terselenggara dengan baik atas bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu
melalui kesempatan ini diucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

2. Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Elekironika Fakultas Teknik Universitas Negeri
Yogyakarta

3. Panitia ELINVO 2016

4. Pengirim makalah dan peserta ELINVO 2016

5. Semua pihak yang terlibat sehingga seminar nasional ELINVO 2016 terlaksana

Pengirim makalah dan peserta ELINVO 2016 tercatat lebih dari 250 orang yang berasal
dari berbagai kalangan, yaitu guru, dosen, peniliti, praktisi, pengajar diklat dan pemerhati
teknologi elektronika dan informatika sera pendidikan vokasi. Selain itu juga dihadiri oleh
pemakalah pendamping yang mempresentasikan hasil penelitian dan pemikiran mereka.
Makalah ini akan dipublikasikan pada Proceeding ELINVO 2016. Harapan kami, semoga
makalah yang tersaji dapat memenuhi tujuan dari seminar.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 September 2016

Satriyo Agung Dewanto S.T., S.Pd.T., M.Pd.
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ABSTRAK

Peranan pendidikan kejuruan dalam pelaksanaan kesepakatan pasar tunggal Asean Economic
Community (AEC) sangat strategis. Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi presiden nomor
9 Tahun 2016 tentang revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan
kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia. Inpres nomor 9 tahun 2016 memberi
peluang meningkatnya kualitas sistem dan layanan pendidikan kejuruan di Indonesia. Peningkatan
kualitas layanan dan hasil pendidikan kejuruan di SMK terwujud melalui penyempurnaan peta jalan
pengembangan SMK, penyempurnaan dan penyelarasan kurikulum, peningkatan jumlah pendidik
dan tenaga kependidikan yang berkompeten, peningkatan kerjasama pelaksanaan praktik kerja
lapangan, pengembangan dan penataan teaching factory, penyelesaian Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), peningkatan akses sertifikasi lulusan SMK, pembentukan
Kelompok Kerja Pengembangan SMK (KKP-SMK). Tantangan pendidikan teknik informatika sangat
besar dalam pengembangan SKKNI bidang TIK, pengembangan penyediaan tenaga pendidik
profesional dalam bidang TIK, dan melakukan pendampingan pengembangan kualitas SMK.

Kata kunci:Inpres 9, SMK, AEC, SKKNI, PTI

ABSTRACT

The role of vocational education in the implementation of the Asean Economic Community
(AEC) singgle market agreement is very strategic. President Joko Widodo issued a presidential
instruction No. 9 Year 2016 on the revitalization of Vocational High Schools (VHS) in order to increase
the quality and competitiveness of Indonesian human resources. Presidential Instruction No. 9 in
2016 provides an opportunity to improve the quality of vocational education systems and services in
Indonesia. Improving the quality of services and outcomes of vocational education in vocational
realized through improvements in development roadmap of VHS, improvement and relevantion of
curriculum, increasing the number of teachers and competent, increased collaboration
implementation of job training, development and structuring of teaching factory, the completion of the
Indonesian Work Competence Standard (IWCS), increasing access to graduates of vocational
certification, the establishment of Vocational Development Working Group. Challenges huge
informatics engineering education in the field of ICT development IWCS, educators providing
professional development in ICT, development of quality vocational guidance.

Keyword: presidential instruction, VHS, AEC, IWCS, TIE
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PENDAHULUAN

Pasar tunggal tingkat ASEAN atau
AEC membebaskan adanya aliran: (1)
barang; (2) jasa; (3) investasi; (4) modal
dan (5) tenaga kerja terampil (skilled
labour) [29]. Mobilitas tenaga kerja
terampil akibat perdagangan terbuka
barang dan jasa, investasi penanaman
modal lintas negara ASEAN dalam era
AEC merupakan tantangan  baru
pembangunan  sistem  pendidikan
kejuruan negara-negara anggota ASEAN.
Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan
langkah-langkah strategis dalam
peningkatan  kapasitas  kompetensi
tenaga kerja terampil. Disamping itu
diperlukan juga penguatan pemodal
usaha, produser barang-jasa dan
pembisnis yang handal. Langkah
strategis diakukan melalui kebijakan
penataan Technical and Vocational
Education and Training (TVET) yang
bermuara pada penguatan kompetensi
tenaga kerja dan pengusaha Indonesia
agar dapat berkompetisi dengan baik di
era AEC.

Secara internasional  negara-
negara di dunia melalui UNESCO dan ILO
telah  menetapkan  Technical and
Vocational  Education and  Training
(TVET) sebagai model pendidikan untuk
menghadapi tantangan Abad XXI dalam
bidang ekonomi dan sosial [1,2,23].
Pendidikan kejuruan di SMK sebagai
bagian dari TVET efektif digunakan untuk
pengembangan kapasitas dan
pemberdayaan sumber daya manusia di
dunia kerja.

TVET di SMK memiliki peran
strategis dalam pemenuhan berbagai

kebutuhan pelatihan skill tenaga kerja [1,
3,13]. Sistem baru TVET menuju pada
sistem pendidikan dan pelatihan untuk
pemerataan pemerolehan skill,
keberhasilan jangka panjang, fleksibilas
karir, inovasi dan produktivitas, pelatihan
berbasis kompetensi [7, 15, 20]. Peran
dasar TVET adalah menyediakan tenaga
kerja terampil untuk pasar tenaga kerja
pada sektor ekonomi baik formal maupun
informal. Di Indonesia perkembangan
usaha  kecil  menengah  (UKM)
membutuhkan tenaga kerja terampil yang
sangat besar jumlahnya.

Kerjasama diantara lembaga-
lembaga pendidikan dan dunia kerja
dalam mengembangkan kompetensi,
etika kerja, skill kerja, teknologi dan
kewirausahaan menjadi suatu
keniscayaan yang harus dipenuhi [23,
5,15,16]. Kerjasama antara SMK dengan
dunia usaha dan industri mendorong
pendidikan di SMK semakin terarah dan
terukur sesuai tuntutan kompetensi kerja.
Relevansi pendidikan di SMK semakin
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Dapat dikatakan kualitas pendidikan di
SMK juga semakin baik. Pendidikan
kejuruan  Abad XXI  membutuhkan
partnership diantara pemerintah, pemberi
kerja, industri, trades union dan
masyarakat dalam penyediaan lapangan
kerja. Partnership harus memiliki tujuan
memantapkan budaya kerja, budaya
belajar dan budaya pengembangan skill
di seluruh lapisan masyarakat. Sehingga
pendidikan kejuruan berfungsi memberi
penguatan ekonomi, peningkatan kohesi
sosial-politik, ~ menguatkan identitas
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budaya bangsa, keberagaman, dan
kemanusiaan [23,27,].

Pelatihan untuk semua jenis-jenis
pekerjaan menyangkut hak-hak asasi
manusia, pembinaan struktur lembaga
swadaya masyarakat,  peningkatan
belajar sepanjang hayat, partisipasi luas
dalam  pendidikan dan pelatihan,
mendorong etika kerja dengan spirit
kewirausahaan  merupakan  bagian
penting dari TVET [24, 10]. Pemerintah
dan swasta memanfaatkan TVET sebagai
investasi pendidikan dan pelatihan masa
depan dengan pengembalian yang
signifikan dalam bentuk tenaga kerja
terlatih, produtif, siap berkompetisi secara
internasional [23,9].

SMK di Indonesia berkembang
signifikan jumlahnya setelah pemerintah
mengeluarkan kebijakan rasio SMK:SMA
sebesar 70:30. Revitalisasi SMK sebagai
penyedia tenaga kerja terampil menjadi
kebutuhan.  Reorientasi  kurikulum,
pengefektifan pembelajaran kejuruan,
dan asesmen kejuruan menuju inovasi
dan  pemenuhan kebutuhan  skill/
kompetensi Abad XXI sangat penting
dilaksanakan.  Metode-metode  dan
strategi pembelajaran baru yang lebih
efektif dan efisien terus diterapkan dalam
pembelajaran, asesmen, akreditasi, dan
sertifikasi kompetensi di SMK [23].

TVET  merupakan instrumen
penting bagi semua warga masyarakat
dalam merespon tantangan kehidupan
Abad XXI khususnya tantangan dalam
peningkatan produktivitas kerja. TVET
merupakan tool yang efektif untuk
peningkatan kohesi sosial, integrasi, dan
rasa percaya diri masyarakat. Program-

program TVET Abad XXI harus dirancang
untuk kebutuhan yang menyeluruh dan
mengakomodasi  kebutuhan  semua
masyarakat mulai dari pendidikan dan
pelatihan di sekolah (SMK/MAK, Sekolah
Luar Biasa, Pendidikan Luar Sekolah,
Perguruan Tinggi, Balai Diklat, Yayasan
anak-anak cacat, Pusat rehabilitasi sosial,
pelatihan untuk kaum perempuan dan ibu
rumah tangga dil. Komitmen TVET untuk
semua membutuhkan rancangan
kebijakan dan strategi yang baik,
peningkatan pemenuhan sumberdaya
baik dana maupun manusia, lingkungan
pelatihan yang terbuka dan bersahabat,
termasuk kebutuhan tenaga pendidik dan
kependidikan (Sudira, 2016:48).

Dukungann UNESCO dan ILO,
World Bank, OECD sangat dibutuhkan
untuk  pengembangan  pendidikan
kejuruan di SMK Abad XXI. Kerjasama
internasional dalam peningkatan kualitas
program-program  penidikan  kejuruan
dikembangkan untuk saling mendukung
pengembangan berbagai pelatihan skill.
Kerjasama  utara  selatan  perlu
ditingkatkan terus.

Peningkatan daya saing tenaga
kerja melalui pengembangan kapasitas,
kualitas, dan kemampuan kolaborasi
tenaga kerja menjadi isu global
pembangunan  pendidikan  kejuruan.
Pembangunan  pendidikan  kejuruan
membutuhkan kebijakan komprehensif
lintas  departemen  dalam  suatu
pemerintahan negara, lintas negara
dalam suatu kawasan seperti ASEAN
(Sudira,  2016:23).  Permasalahan
mendasar pengembangan pendidikan
dan pelatihan kejuruan di Indonesia 20
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tahun terakhir adalah tidak adanya
kebijakan pemerintah yang kuat yang
mendukung tumbuh dan berlanjutnya
pembangunan  pendidikan  kejuruan
sebagai pendidikan untuk penyiapan
tenaga kerja.

Program Studi Pendidikan Teknik
Informatika (PTI) telah diselenggarakan
disejumlah Lembaga Pendidikan Tenaga
Pendidik dan Kependidikan (LPTPK) di
Indonesia sejak Tahun 2007.  PTI
diselenggarakan ~ untuk  memenuhi
kebutuhan tenaga pendidik (guru) SMK
paket keahlian Teknik Komputer Jaringan
(TKJ),  Rekayasa Perangkat Lunak
(RPL), Multimedia, dan Animasi yang
demikian ~ meningkat  kebutuhannya
karena kebijakan perubahan rasio
SMK:SMA = 70:30. Paper ini membahas
peluang dan tantangan bagi Program
Studi PTI pasca keluarnya kebijakan
Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2016
dalam menghadapi AEC. Bagaimana
Prodi PTl merespon peluang-peluang
terkait kebutuhan sektor pendidikan dan
pelatihan vokasional di lingkungan AEC.

PEMBAHASAN
1. Revitalisasi SMK melalui Instruksi
Presiden nomor 9 Tahun 2016

Terbitnya  Instruksi  Presiden
(Inpres) nomor 9 Tahun 2016 pada
tanggal 9 September 2016 merupakan
langkah maju pemerintah Indonesia
dalam  pengembangan  pendidikan
kejuruan di Indonesia. Inpres nomor 9
Tahun 2016  memberi  harapan
terwujudnya  peningkatan  kualitas
pendidikan  kejuruan di  Indonesia.
Kebijakan ini memiliki angka unik yaitu

kebijakan nomor 9 ditetapkan tanggal 9
bulan 9 tahun 2016 berjumlah 9
(2+0+1+6). Inpres nomor 9 Tahun 2016
yang kemudian dalam paper ini disebut
Inpres 9 berisi revitalisasi Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK).

Revitalisasi SMK dimaksudkan
untuk peningkatan kualitas dan relevansi
program pendidikan kejuruan di SMK.
Bagaimana SMK efektif mendidik dan
melatih sumber daya manusia Indonesia
agar memiliki kapasitas kompetensi yang
memadai dan terstandar di ASEAN.
Inpres 9 ditujukan kepada Para Menteri
Kabinet Kerja, Kepala Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP), dan Para
Gubernur di seluruh Indonesia. Secara
teori dan konsep-konsep pada TVET,
Inpres 9 merupakan jawaban tuntutan
kebutuhan pengembangan SMK unggul
di era AEC. Permasalahan selanjutnya
adalah bagaimana kebijakan di masing-
masing kementerian terintegrasi dan
efektif meningkatkan kualitas pendidikan
di SMK. Program-program revitalisasi
SMK yang tajam kemudian menjadi
ukuran peluang terwujudnya SMK unggul
yang kompetitif.

Berkaitan dengan revitalisasi SMK,
Presiden Joko Widodo menginstruksikan
dua hal pokok vyaitu: (1) mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai
tugas, fungsi, dan kewenangan masing-
masing Menteri, Kepala Badan, dan
Gubernur untuk merevitalisasi SMK guna
meningkatkan kualitas dan daya saing
sumber daya manusia (SDM) dan (2)
menyusun kebutuhan tenaga kerja bagi
lulusan SMK' sesuai tugas, fungsi, dan
kewenangan para menteri, kepala badan
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dengan berpedoman pada peta jalan
pengembangan SMK. Kualitas dan daya
saing SDM Indonesia perlu peningkatan
yang terencana. Pendidikan dan
pelatihan kejuruan di SMK diprogramkan
untuk penyediaan tenaga kerja yang
memenuhi  kebutuhan lapangan kerja.
Gubernur  sebagai  penanggungjawab
pendidikan kejuruan di daerah bersama
presiden dan para menteri memfasilitasi
kebutuhan revitalisasi SMK.

Inpres 9 tentang revitalisasi SMK
memberi perintah kepada: (1) Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan; (2) Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
(3) Menteri Perindustrian; (4) Menteri
Ketenagakerjaan; (5) Menteri Perhubung-
an; (6) Menteri Kelautan dan Perikanan;
(7) Menteri Badan Usaha Milik Negara;
(8) Menteri Energi dan Sumberdaya
Mineral; (9) Menteri Kesehatan; (10)
Menteri Keuangan; (11) Kepala Badan
Nasional Sertifikasi Profesi; dan (12) 34
Gubernur di seluruh Indonesia. Inpres 9
bertujuan meningkatkan kualitas
pendidikan kejuruan di SMK melalui
sinergitas antar 10 departemen, satu
badan, dan 34 Gubernur. Sayang Badan
Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
yang bertugas mengembangkan
standarisasi pendidikan tidak terkait
secara langsung dalam Inpres 9 ini.

Secara khusus Inpres 9 memberi
instruksi kepada Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan untuk: (1) membuat
peta jalan pengembangan SMK; (2)
menyempurnakan dan menyelaraskan
kurikulum  SMK  sesuai kebutuhan
pengguna lulusan (link and match); (3)
meningkatkan jumlah dan kompetensi

pendidik dan tenaga kependidikan SMK;
(4) meningkatkan kerjasama dengan
Kementerian/Lembaga, Pemerintah
Daerah, dan dunia usahal/industri; (5)
meningkatkan akses sertifikasi lulusan
SMK dan akreditasi SMK, serta (6)
pembentukan Kelompok Kerja
Pengembangan SMK  (KKP-SMK).
Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi mendapat instruksi: (1)
mempercepat penyediaan guru kejuruan
SMK' melalui pendidikan, penyetaraan,
dan pengakuan serta (2) mengembang-
kan program studi di Perguruan Tinggi
untuk menghasilkan guru kejuruan yang
dibutuhkan di SMK.

Kementerian Perindustrian
mendapat tugas: (1) menyusun proyeksi
pengembangan, jenis, kompetensi (job
title), dan lokasi industri khususnya yang
terkait dengan lulusan SMK; (2)
meningkatkan kerjasama dengan dunia
usaha untuk memberi akses yang lebih
luas bagi siswa SMK untuk melakukan
Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan
program magang bagi pendidik dan
tenaga  kependidikan  SMK;  (3)
mendorong industri untuk memberikan
dukungan dalam pengembangan
teaching factory dan infrastruktur; dan (4)
mempercepat  penyelesaian  Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI).

Kementerian Ketenagakerjaan
bertugas: (1) menyusun proyeksi
kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK
yang meliputi tingkat kompetensi, jenis,
jumlah, lokasi, dan wakiu; (2)
memberikan kemudahan bagi siswa SMK
untuk melakukan praktek kerja di Balai
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Latihan Kerja (BLK); (3) melakukan
revitalisasi BLK  yang  meliputi
infrastruktur, sarana prasaran, program
pelatihan, dan sertifikasi; (4)
mempercepat  penyelesaian  Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI).

Kementerian Perhubungan
bertugas: (1) meningkatkan  akses
sertifikasi lulusan SMK yang terkait
dengan bidang perhubungan; (2)
meningkatkan bimbingan bagi
SMK yang kejuruannya terkait dengan
perhubungan;  (3)  memberikan
kemudahan akses bagi siswa,
pendidik, dan tenaga  kependidikan
untuk melakukan PKL dan magang,
termasuk berbagi sumber  daya
(resources sharing); dan  (4)
mempercepat penyelesaian Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI).

Kementerian Kelautan bertugas:
(1) meningkatkan akses sertifikasi
luusan  SMK vyang terkait dengan
bidang kelautan dan perikanan; (2)
meningkatkan bimbingan  bagi
SMK yang kejuruannya terkait dengan
kelautan  dan  perikanan;  (3)
memberikan kemudahan akses
bagi  siswa, pendidik, dan tenaga
kependidikan untuk melakukan PKL
dan magang; dan (4) mempercepat
penyelesaian  Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Menteri Badan Usaha Milik
Negara bertugas: (1) mendorong
Badan Usaha Milik  Negara
(BUMN) untuk menyerap lulusan
SMK sesuai  dengan kompetensi

yang dibutuhkan SMK; (2) mendorong
BUMN untuk memberikan akses yang
lebih luas bagi SMK untuk melakukan
PKL dan magang bagi pendidik dan
tenaga kependidikan SMK; dan (3)
mendorong BUMN untuk memberikan
dukungan dalam pengembangan
teaching factory dan infrastruktur.

Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral bertugas: (1) meningkatkan
akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait
dengan bidang energi dan sumber daya
mineral;  (2) menyusun  proyeksi
pengembangan, jenis kompetensi (job
title), dan lokasi industri energi terkait
dengan lulusan SMK; (3) mendorong
industri energi untuk memberikan akses
yang lebih luas bagi siswa SMK untuk
melakukan PKL dan magang bagi
pendidik dan tenaga kependidikan SMK;
dan (4) mempercepat penyelesaian
Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI).

Kementerian Kesehatan
bertugas: (1) menyusun proyeksi
pengembangan, jenis, kompetensi (job
title), dan lokasi fasilitas kesehatan yang
terkait dengan lulusan SMK; (2)
mendorong rumah sakit dan fasilitas
kesehatan lainnya untuk memnerikan
akses yang lebih luas bagi siswa SMK
untuk melakukan PKL dan magang bagi
pendidik dan tenaga kependidikan SMK;
(3) memberikan kesempatan yang luas
kepada lulusan SMK bidang kesehatan
untuk bekerja sebagai asisten tenaga
kesehatan di rumah sakit atau fasilitas
kesehatan lainnya; (4) mempercepat
penyelesaian SKKNI.
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Kementerian Keuangan bertugas:
(1) menyusun norma, standar, prosedur,
dan kriteria pengelolaan keuangan
teaching factory di SMK yang efekiif,
efisien, dan akuntabel; dan (2) melakukan
deregulasi peraturan yang menghambat
pengembangan SMK. Kepala BNSP
bertugas: (1) mempercepat sertifikasi
kompetensi bagi lulusan SMK; (2)
mempercepat sertifikasi komptensi bagi
pendidik dan tenaga kependidikan SMK;
(3) mempercepat pemberian lisensi bagi
SMK sebagai lembaga sertikasi profesi
pihak pertama.

Seluruh  Gubernur diinstruksikan:
(1) memberikan kemudahan kepada
masyarakat untuk mendapatkan layanan
pendidikan SMK yang bermutu sesuai
dengan potensi wilayahnya masing-
masing; (2) menyediakan pendidik,
tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana SMK yang memadai dan
berkualitas; (3) melakukan penataan
kelembagaan SMK yang meliputi program
kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK; (4)
mengembangkan SMK unggulan sesuai
dengan potensi wilayah masing-masing.

Secara langsug revitalisasi SMK
ada dibawah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan. Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan dalam hal ini direktorat
Pembinaan SMK' harus menjadi motor
penggerak pelaksanaan Inpres 9.
Pengembangan SMK unggul sesuai
kebutuhan dan potensi daerah yang
mampu  melaksanakan  fungsi-fungsi
majemuk penting direalisasikan. SMK
sangat perlu dijadikan sebagai pusat
pengembangan keterampilan terpadu.
Langkah ini akan mengefektifkan dan

mengefisienkan peranan SMK dalam
pengembangan kapasitas masyarakat.
Hambatan-hambatan ~ pengembangan
SMK terkait tidak adanya payung hukum
teaching factory, business center, unit
produksi segera dibuatkan payung hukum
yang memadai sehinga SMK tidak
menghadapi  kendala hukum dan
penyimpangan. Dukungan industri terkait
terhadap  pengembangan  teaching
factory, technopark dan infrastuktur di
SMK  dilaksanakan  dalam rangka
peningkatan kualitas SMK sehingga
industri mendapat suplay tenaga kerja
dengan kualitas memadai. Proyeksi
kebutuhan jenis pekerjaan dan wilayah
sebarannya terus menerus di-update
sebagai dasar pengembangan program
keahlian dan paket keahlian SMK di
berbagai daerah di Indonesia.

Peningkatan kompetensi dan skill
kerja lulusan SMK dikembangkan melalui
pendidikan kontekstual di sekolah dan
autentik di dunia kerja dalam bentuk PKL
dengan menerapkan pendidikan sistem
ganda. Pengakuan dan legalisasi
kompetensi lulusan SMK dilakukan
dengan sertifikasi kompetensi berstandar
SKKNI.

2. Penyusunan Kebutuhan Tenaga Kerja
bagi Lulusan SMK

Tujuan pokok penyelenggaraan
pendidikan kejuruan di SMK adalah untuk
bekerja pada bidang tertentu [1,23].
Proyeksi jumlah kebutuhan tenaga kerja
lulusan SMK sangat penting sebagai
dasar penyelenggaraan paket keahlian
kejuruan di  SMK.  Selama ini
penyelenggaraan paket-paket keahlian di
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SMK belum sepenuhnya didasarkan atas
kebutuhan tenaga kerja yang riil. Prinsip
demand drivent dalam penyelenggaraan
pendidikaan kejuruan belum berjalan
dengan baik. Jenis pekerjaan apa yang
tersedia, kompetensi kerja apa yang
dibutuhkan pada pekerjaan tersebut,
jumlah tenaga kerja level SMK yang
dibutuhkan berapa, lokasinya dimana,
dan kapan dibutuhkan penting diketahui
oleh seluruh pemangku kepentingan
SMK. Pengembangan pendidikan di SMK
menjadi berbasis data.

Penyusunan proyeksi kebutuhan
tenaga kerja lulusan SMK merupakan
tugas Kementerian Ketenagakerjaan.
Jumlah dan jenis kompetensi tenaga kerja
yang dibutunkan merupakan variabel
penting pengembangan paket-paket
keahlian di SMK. Penyusunan kurikulum
SMK ' didasarkankan atas proyeksi jenis-
jenis kompetensi (job title) yang disusun
oleh Kementerian Perindustrian.
Deskripsi kebutuhan tenaga kerja lulusan
SMK yang jelas digunakan sebagai dasar
pengaturan atau pengendalian
penyelenggaraan paket-paket keahlian di
SMK. Deskripsi kebutuhan tenaga kerja
lulusan SMK menggambarkan jenis
keahlian, lokasi atau daerah  yang
membutuhkan, waktu atau masa
dibutuhkan.

Data kebutuhan tenaga kerja di
masing-masing wilayah provinsi, kota,
kabupaten, di lingkup wilayah Indonesia
dan negara-negara anggota ASEAN terus
di-up-date dan di share ke Gubernur
sebagai kepala pemerintah daerah untuk
ditindaklanjuti bersama kepala dinas
pendidikan dan kepala SMK dalam

melakukan penataan program pendidikan
di SMK. Disamping proyeksi kebutuhan
tenaga kerja dalam negeri, kebutuan
tenaga kerja lulusan SMK untuk
berkompetisi di AEC juga penting disusun
secara baik. Proyeksi kebutuhan lulusan
SMK' untuk bekerja pada sektor-sektor
strategis di AEC disusun dan digunakan
sebagai dasar pembinaan kualitas
pendidikan pada SMK-SMK unggul.
Beberapa SMK unggul yang tersebar di
seluruh  wilayah Indonesia memiliki
peluang yang baik untuk dikembangkan
menjadi SMK yang mampu berkompetisi
di AEC. Diproyeksikannya lulusan
beberapa SMK unggul ke negara-negara
anggota AEC dapat menekan persaingan
perebutan lapangan kerja di dalam
negeri.

3. Langkah Strategis Revitalisasi SMK

Direktorat Pembinaan SMK (Dit
PSMK) di bawah Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan segera membuat tim
perumus dan menyusun peta jalan
pengembangan SMK hingga 2045. Peta
jalan  pengembangan SMK disusun
berdasarkan data proyeksi kebutuhan
tenaga kerja. Peta jalan pengembangan
SMK penting sebagai acuan
pengembangan program pembinaan
SMK untuk kementerian terkait. Peta jalan
pengembangan SMK menggambarkan
fase-fase pengembangan SMK secara
jelas, terstruktur, dan terukur dari tahun
ke tahun.

Peta jalan pengembangan SMK,
proyeksi kebutuhan tenaga kerja, dan
SKKNI merupakan tiga komponen utama
revitalisasi pengembangan SMK. Untuk
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itu Kementerian Ketenagakerjaan sangat
mendesak harus menerbitkan SKKNI,
Kementerian Ketenagakerjaan menyusun
proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan
SMK, Kementerian ~ Perindustrian
menyusun job title berdasarkan sebaran
lokasi industri. SKKNI merupakan rujukan
standar kompetensi kerja pengembangan
kurikulum ~ SMK.  Untuk  standar
kompetensi kerja di lingkup AEC
departemen tenaga kerja juga harus
menyusun Standar Kompetensi Kerja
(SKK) AEC. SKK AEC juga digunakan
sebagai rujukan pengembangan
kurikulum SMK Unggul dan sertifikasi
kompetensi tenaga kerja tingkat SMK
untuk menembus pasar tenaga kerja di
ASEAN.

Pembelajaran di SMK dirancang
betul-betul  menerapkan  pendidikan
berbasis kompetensi dan produksi yang
terstandar SKKNI dan SKK AEC.
Sertifikasi kompetensi dilakukan pada
lulusan SMK berdasarkan standar SKKNI
dan SKK AEC [3,7,21]. Lulusan SMK
tersertifikasi SKKNI dan SKK AEC
memberi dukungan keberterimaan dan
peningkatan daya saing tenaga kerja
Indonesia. Penguatan kapasitas lulusan
SMK dibentuk melalui pembelajaran yang
semakin kontekstual.

4. Pemerintah Daerah dan Kebijakan
Ketenagakerjaan dalam Revitalisasi
SMK

Gubernur bersama Bupati dan
Walikota berhadapan langsung dengan
permasalahan-permasalahan di daerah
seperti penangguran, kemiskinan, akses
pendidikan ~ bermutu,  penyediaan

lapangan  kerja, peningkatan skill/
kompetensi  kerja  tenaga  kerja,
kesejahteraan masyarakat, kesehatan,
dan peningkatan asli daerah (PAD).
Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan
SMK pada tingkat provinsi memberi
peluang pengelolaan semakin  baik
dibandingkan sebelumnya dikelola di
kabupaten/kota. Kebijakan ini memberi
kemudahan bagi masyarakat di suatu
wilayah antar kabupaten/kota dalam
suatu provinsi untuk memilih SMK sesuai
bakat dan minat yang dimiliki. Peta
pembangunan SMK berbasis potensi
daerah lebih mudah ditata dan dikelola
pemerintah daerah tingkat I. Penugasan
tenaga pendidik (guru) SMK juga lebih
pleksibel dan lebih memenuhi kebutuhan
pengembangan pendidikan  kejuruan.
Guru  SMK  tidak  terpusat di
Kabupaten/Kota tertentu. Sebaran guru
kejuruan dapat merata di kabupaten/Kota
sehingga tidak terjadi lagi adanya
Kabupaten/Kota yang miskin dengan guru
kejuruan.

Kebijakan ~ Gubernur  terkait
ketenagakerjaan diharapkan mencakup
enam hal pokok vyaitu: (1) memberi
peluang kerja untuk semua angkatan
kerja yang membutuhkan di provinsi; (2)
pekerjaan tersedia seimbang dan merata
di setiap wilayah Kabupaten/Kota; (3)
memberi penghasilan sesuai dengan
kelayakan hidup dalam bermasyarakat;
(4) pendidikan dan latihan mampu secara
penuh mengembangkan semua potensi
dan masa depan setiap individu; (5)
matching man and jobs dengan kerugian-
kerugian minimum, pendapatan tinggi dan
produktif; (6) merespon dan
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mengantisipasi  perkembangan  kerja
sama AEC (Sudira, 2016). Kebijakan
pemerintah  daerah  dalam  hal
ketenagakerjaan tidak boleh memihak
hanya pada sekelompok atau sebagian
dari masyarakat. Jumlah dan jenis-jenis
lapangan pekerjaan tersedia, tersebar
merata, seimbang, dan layak untuk
kehidupan seluruh masyarakat.
Pendidikan kejuruan menjadi tidak efisien
jika lapangan pekerjaan tidak tersedia
merata dan seimbang bagi lulusannya.
Gubernur beserta Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) menerjemah
kan kebijakan Para Menteri Kabinet Kerja
sesuai Peraturan Menteri (Permen) terkait
Inpres 9 menjadi Peraturan Daerah
(Perda) tentang revitalisasi SMK. Perda
revitalisasi SMK sangat penting bagi
KKP-SMK di daerah. KKP-SMK bersama
Kepala-Kepala SMK, Kepala-Kepala
Dinas, Kepala Badan  Daerah
merumuskan pola dan program-program
revitalisasi SMK. Gubernur bekerjasama
dengan Menteri terkait mengupayakan
program-prpogram pemenuhan tenaga
pendidik (guru) dan tenaga kependidikan,
pemenuhan sarana praktikum, memenuhi
kebutuhan kesejahteraan guru SMK.

3. Revitalisasi SMK melalui
Pendidikan Teknik Informatika
Pendidikaan  Teknik Informatika
(PTI) merupakan salah satu program
studi pendidikan yang menyiapkan guru
TI di SMK. PTI memiliki peran penting
dalam revitalisasi SMK. Penyediaan guru
Tl dengan komptensi terstandar dan
tersebar merata di seluruh Indonesia
menjadi bagian penting revitalisasi SMK.

Perguruan Tinggi penyelenggara PTI
bekerjasama dengan Gubernur, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri
Riset dan  Pendidikan  Tinggi,
menganalisis dan  mengembangkan
kebutuhan kompetensi guru TVET. Guru
TVET melalui Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP) selalu mendiskusikan
bagaimana mengembangkan strategi
pembelajaran  efektif. =~ Pengelolaan
pembelajaran di sekolah dan di DU-DI
sangat penting dirancang dengan baik
[22,8,11]. Hal penting yang selalu
diperhatikan bahwa pendidikan kejuruan
diselenggara kan sebagai proses aktif
akuisisi  kompetensi dan skill: (1)
memahami persyaratan dan tuntutan
dunia kerja; (2) melakukan pekerjaan rutin
dan menguasai prosedur kerja sehari-
hari; (3) meningkatkan produktivitas dan
kualitas layanan kerja; (4) menerapkan
standar  keamanan kerja; (5)
mengembangkan disain dan rekayasa;
(6) kolaborasi kerja dalam tim; (7) melek
multi media digital, huruf, simbol-simbol;
(8) melakukan analisis situasi dan
problem  solving; (9)  melakukan
pemrosesan informasi dan komputasi;
(10) pemahaman peran sains  dan
teknologi dalam  masyarakat, (11)
memahami perkembangan lingkungan
global, regional, dan lokal; (12)
memahami pentingnya efisiensi, kualitas,
nilai  tambah,  penampilan  dan
marketability; (13)  moralitas, etika,
kepekaan, mental dan keadilan sosial;
(14) mengelola penghasilan sebagai
investasi masa depan; dan (15) selalu
berpikir positif [12,6,4,1719,21]. Lima
belas akuisisi kompetensi dan skill
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tersebut dalam pendidikan kejuruan
berfungsi  sebagai  perangkat: (1)
peningkatan kualitas modal manusia
(humans  capital); (2) penguatan
kompetensi kerja dan wirausaha; (3)

pengentasan kemiskinan dan
peningkatan kesejahteraan; (4)
pengurangan pengangguran; (5)

peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD); (6) pengembangan keunggulan/-
kearifan lokal; (7) penarikan investasi
asing; (8) konservasi budaya dan
lingkungan alam [23]. Pendidikan
kejuruan setidaknya diselenggarakan
untuk empat tujuan pokok vyaitu: (1)
persiapan untuk kehidupan kerja meliputi
pengenalan bakat diri peserta didik,
pemberian wawasan tentang pekerjaan-
pekerjaan yang dapat mereka pilih; (2)
melakukan persiapan awal bagi individu
untuk  kehidupan  kerja  meliputi
pengembangan kapasitas diri untuk
pekerjaan yang dipilih; (3)
pengembangan kapasitas berkelanjutan
bagi individu dalam kehidupan kerja
mereka agar mampu  melakukan
transformasi kerja (kapabilitas)
selanjutnya; (4) pemberian  bekal
pengalaman pendidikan untuk
mendukung transisi dari satu pekerjaan
ke pekerjaan lainnya sebagai pilihan bagi
setiap individu atau mungkin karena
tekanan perubahan pekerjaan lintas
kehidupan kerja mereka [22,14,3,9].
Pendidikan kejuruan konsern mendidik
dan melatih peserta didik sebagai proses:
(1) menemukan jalan bagi setiap individu
dalam mengidentifikasi pekerjaan yang
cocok untuk dirinya; (2) awal dari
pengembangan kapasitas yang

diperlukan dalam pekerjaan; dan (3)
perbaikan  kapasitas itu  menjadi
kapabilitas ~ untuk  pengembangan
berkelanjutan melalui kehidupan kerja
sebagai cara untuk  menguatkan
keberlanjutan  kemampuan  kerjanya.
Dalam hal ini termasuk menghubungkan
dirinya dengan spesialisasi pekerjaan
yang cocok untuk karir mereka
[5,3,25,26]. Pendidikan Kejuruan
mencakup pendidikan dan pelatihan
penyiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan
dan  permintaan lapangan  kerja,
perawatan karir sesuai dengan jalur
kehidupan yang diminati dan dipilihnya.

4. Inpres 9 Tahun 2016 dan AEC

AEC merupakan salah satu
kesepakatan negara-negara ASEAN
terkait ~ dengan ketenagakerjaan,
perdagangan, dan investasi penanaman
modal. AEC menyepakati dimulainya era:
(1) aliran bebas barang; (2) aliran bebas
jasa; (3) aliran bebas investasi; (4) aliran
modal yang lebih bebas; serta (5) aliran
bebas tenaga kerja terampil. Kelima
kesepakatan ini penting artinya bagi
Bangsa Indonesia dalam merevitalisasi
SMK. Inpres 9 perlu segera ditindaklajuti
agar penyediaan tenaga kerja terampil
tersedia untuk seluruh jenis kebutuhan
tenaga kerja.

Masing-masing negara anggota
ASEAN diingatkan untuk menyadari
bahwa AEC dibentuk sebagai langkah
dan upaya harmonisasi untuk suatu
tujuan memfasilitasi arus  bebas
perdagangan jasa, standardisasi, dan
fasilitasi pergerakan tenaga kerja dengan
cara: (1) mempererat kerjasama di antara

175 PROSIDING SEMINAR NASIONAL ELINVO 2016. ISSN: 2477-2402



anggota ASEAN University Network
(AUN)  dalam peningkatan mobilitas
mahasiswa dan staf pengajar; (2)
mengembangkan kompetensi dasar dan
kualifikasi ~ untuk  pekerjaan  dan
keterampilan;  (3)  mengembangkan
pelatihan sektor jasa prioritas (selambat-
lambatnya pada 2009) dan pada sektor
jasa lainnya (dari tahun 2010 hingga
2015); dan (4) memperkuat kemampuan
riset setiap negara anggota ASEAN
dalam rangka meningkatkan
keterampilan, penempatan kerja dan
pengembangan jejaring informasi pasar
tenaga kerja diantara Negara-Negara
ASEAN (AEC Blueprint:  Direktorat
Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen
Luar Negeri RI 2009:20). Sektor jasa
prioritas adalah transportasi udara,
eASEAN, kesehatan, dan pariwisata [23,
24,25].

Bagaimana kesiapan SMK dalam
mendudukkan fungsi utamanya sebagai
penyedia tenaga kerja yang unggul
dengan skill tinggi terwujud. Bagaimana
kurikulum, pembelajaran, dan asesmen-
nya? Bagaimana meningkatkan relevansi
luaran SMK  dengan  kebutuhan
pengembangan pekerja skill tinggi?
Bagaimana sistem pendidikan dan
pelathan di SMK yang efektif?
Bagaimana bentuk penjaminan mutu
pendidikan dan pelatihan SMK dapat
berkelanjutan?  Pertanyaan-pertanyaan
ini sudah banyak diseminarkan akan
tetapi belum banyak ditindaklanjuti dalam
bentuk program-program pendidikan dan
pelatihan berbasis kebijakan pemerintah
yang kuat dan mendasar. Indonesia
sudah saatnya memiliki blue print peta

jalan  pengembangan SMK  untuk
menghadapi perubahan-perubahan
kebutuhan tenaga kerja 20 tahun
mendatang.

Mobilitas pelatihan kompetensi staf
pengajar (dosen dan guru) serta
mahasiswa dan siswa SMK dilingkungan
negara-negara ASEAN terus menerus
harus ditingkatkan. Kolaborasi riset di
antara negara ASEAN diperkuat untuk
menghasilkan rumusan kebutuhan skill
tenaga kerja sektor jasa transportasi
udara, eASEAN, kesehatan, dan
pariwisata. Penelitian dan pengkajian
transportasi udara, kesehatan, eASEAN
dalam menumbuhkan tingkat dan kualitas
pariwisata misalnya perlu dikaji melalui
penelitian  kerjasama  antarperguruan
tinggi di ASEAN. Penyediaan tenaga
peneliti dan dana penelitian untuk
kebutuhan MEA masing-masing negara
menjadi variabel pokok. Penyediaan
tenaga kerja terampil melalui riset sangat
penting agar tidak terjadi proses
pendidikan dan pelatihan mengarah ke
sunset skills. Pada awal pendidikan dan
pelatihan skill tersebut dibutuhkan tetapi
pada saat selesai pendidikan dan
pelatihan ~ skill itu sudah tidak
dimanfaatkan lagi [23,16].

5. Peluang-Peluang dan Tantangan
PTI
Penyediaan guru Tl berkualitas

melalui pendidikan guru pre-service dan
in-service merupakan faktor penting
peningkatan kualitas pendidikan kejuruan
di SMK. Program Studi Pendidikan Teknik
Informatika memiliki peluang yang luas
dalam penyediaan guru-guru produktif di
SMK TI. Tuntutan pekerjaan berbasis
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pengetahuan menyebabkan kebutuhan
pengembangan kompetensi kerja yang
didukung kemampuan menggunakan TI
semakin meningkat. Pekerjaan-pekerjaan
dalam bidang jaringan  komputer,
multimedia, rekayasa perangkat lunak
berkembang terus menerus.
Perkembangan tersebut membutuhkan
tenaga kerja yang cukup banyak.
Kompetensi kerja tenaga kerja Tl harus
sudah terstandar di ASEAN. CISCO
adalah salah satu contoh standar
kompetensi kerja dalam bidang jaringan
komputer [28,18,21].

Program studi PTl disamping
sebagai penyedia guru TI berkualitas
untuk kebutuhan dalam negeri juga
memiliki tantangan menghasilan guru
sebagai tenaga kerja dalam bidang
pendidikan kejuruan di ASEAN. Di tingkat
regional ASEAN Standar kompetensi
guru Tl perlu disusun dan ditetapkan
sebagai rujukan pengembangan
kurikulum, pembelajaran, dan sertifikasi
kompetensi guru TI. Standar sertifikasi
kompetensi guru TI tingkat ASEAN
penting dirumuskan agar mobilitas tenaga
pengajar di SMK dapat berjalan dengan
baik dan memiliki pengakuan serta
penghargaan yang jelas. Tantangan PTI
dalam merumuskan kurikulum,
pembelajaran, pengembangan kerjasama
dengan sekolah dan industri terkait
menjadi  bagian  pokok  kebutuhn
pengembangan kualitas pendidikannya.

SIMPULAN

Inpres 9 tentang revitalisasi SMK
merupakan kebijakan penting untuk

merespon  pasar  tunggal  AEC.
Revitalisasi SMK untuk penyiapan
tenaga kerja terampil tingkat menengah
dalam bidang TI penting maknanya bagi
bangsa Indonesia dalam merespon aliran
bebas tenaga kerja terampil di ASEAN.
Penyiapan tenaga kerja terampil bidang
TI di SMK sangat ditentukan oleh
kapabilitas (kemampuan dan kemauan)
Guru dalam mendidik dan melatih siswa
SMK. Program studi Pendidikan Teknik
Informtika memiliki peluang sekaligus
tantangan dala penyiapan Guru TI
berkualitas. Standarisasi  kompetensi
Guru Tl tingkat ASEAN mendesak
diperlukan sebagai dasar pengakuan
kompetensi seseorang tenaga guru untuk
dapat bekerja lintas negara anggota
ASEAN.
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